GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Instansi

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung merupakan salah satu
unsur pelaksana dibawah koordinasi Asisten Bidang Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah, khususnya dibidang perumusan, penyusunan, pengkajian,
dan dokumentasi produk hukum daerah.

Pembentukan Bagian Hukum Setda Kota Bandar Lampung berlandaskan pada
kebutuhan akan penataan regulasi dan administrasi hukum yang terstruktur,
menyusul perkembangan pemerintahan daerah pasca reformasi dan berlakunya
otonomi daerah. Seiring waktu, Bagian Hukum mengalami penyesuaian struktur
dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku, seperti
Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Wali
Kota Bandar Lam[pung tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah.
Dalam pelaksanaan tugasnya, Bagian Hukum bertanggung jawab
menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang hukum seperti:
Penyusunan rancangan peraturan daerah dan peraturan Wali Kota, pengkajian dan
harmonisasi produk hukum daerah, pemberian pertimbangan hukum kepada
perangkat daerah, dan fasilitasi bantuan hukum bagi pemerintah daerah.

Dengan semangat pelayanan publik dan profesionalisme, Bagian Hukum Setda
Kota Bandar Lampung terus berupaya meningkatkan kinerja dan kualitas regulasi

daerah guna mendukung terciptanya tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih.



2.2 Visi dan Misi

2.2.1 Visi

“Mewujudkan produk hukum daerah yang berkualitas, akuntabel dan dapat

dilaksanakan”.

2.2.2 Misi
1. Peningkatan ketersediaan produk hukum.
2. Koordinasi dengan unit kerja / SKPD.

3. Peningkatan ketersediaan produk hukum optimal.

2.3 Kegiatan Utama Instansi

Bagian Hukum Setda Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya, khususnya terkait penyusunan dan pengkajian produk hukum daerah,
Bagian Hukum Setda Kota Bandar Lampung menjalankan sejumlah kegiatan utama
seperti:

2.3.1 Penyusunan produk hukum daerah

Meliputi perancangan dan penyusunan dokumen hukum seperti Rancangan
Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Wali Kota, serta bentuk produk hukum
lainnya yang dibutuhkan oleh perangkat daerah.

2.3.2 Pengkajian dan harmonisasi hukum

Melakukan telaah, analisis, dan harmonisasi terhadap draf produk hukum agar
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas-

asas hukum, dan prinsip tata pemerintahan yang baik.
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2.3.3 Dokumentasi dan publikasi produk hukum

Melakukan pengumpulan, pengarsipan, dan menyebarluaskan produk hukum daerah
agar dapat di akses oleh publik melalui media cetak dan elektronik.

Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa Bagian Hukum Setda
Kota Bandar Lampung memiliki sumber daya manusia yang professional, kompeten,

dan siap mendukung pelayanan tentang produk hukum daerah.



2.4 Lokasi Perusahaan

Berikut adalah Kantor Bagian Hukum Setda Kota Bandar Lampung :

Gambar 2.4 Kantor Bagian Hukum Setda Kota Bandar Lampung
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2.5 Struktur Organisasi

Berikut ini adalah Struktur Organisasi Bagian Hukum Setda Kota Bandar Lampung

STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN HUKUM

STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN HUKUM KOTA BANDAR LAMPUNG

KEPALA BIDANG HUKUM
NOPIRINAS.H. M.H
NIP.19721102 199703 2

I ]

JF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN JF ANALIS HUKUM JF INFORMASI DAN DOKUMENTAS!
MEILISAS.H..M.H.
NIP.197905212010012011

ARMI NUR ASYAFAH,S.H MARLENA ROSPIANTI,S.E.,M.M ERWANSYAH,S.H.
NIP. 19840207 201501 2 001 NIP. 19710314 199503 2 003 NIP. 19680910 199703 1 004
P. IBRAMSYAH, S.H. M. TRI AGUS HENDRIYAN ZAIN, SH.MH SEPTARINA WULAN SARI, S.H

NIP. 19780923 201101 2 003

| I I

RETNO MEGA SARI, S.H. WIWIN ANDRIYANI, SE. ARISANDI
NIP. 19760913 200701 1 006
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ZIKRI, S.H. HAIVA NOVIYANTI GHEA ALFA ZEFANY
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PRIA TRI NANDA, S.H SAFIYA KUSUMA ADELLA,S H.

Gambar 2.5 Struktur Organisasi Bagian Hukum Setda Kota Bandar Lampung.
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